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Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan
transparan menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan
keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD) hadir sebagai inovasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan. Namun,
implementasinya menghadapi berbagai tantangan, mulai
dari adaptasi teknologi hingga pemahaman terhadap
regulasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
dalam SIPD untuk penyusunan laporan keuangan di
Pemerintah Kota Kendal serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada
pejabat keuangan dan auditor, serta analisis dokumen
kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman menyeluruh mengenai dinamika penerapan
SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
Permendagri melalui SIPD berkontribusi pada peningkatan
efisiensi dan transparansi dalam penyusunan laporan
keuangan. Fitur-fitur seperti audit trail dan kemudahan
akses data diakui sebagai elemen kunci keberhasilan sistem.
Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan auditor dan
pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Faktor
paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi
adalah kecakapan SDM, ketersediaan fitur audit, dan
pemahaman terhadap standar audit berbasis digital.
Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya
peningkatan  kapasitas ~ SDM  melalui  pelatihan
berkelanjutan dan sosialisasi sistem SIPD agar sistem
pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif, adaptif,
dan akuntabel.

ABSTRACT

The preparation of accountable and transparent financial
reports is a key demand in regional government financial
management. The Regional Government Information System
(SIPD) emerged as an innovation to improve the efficiency
and effectiveness of financial reporting. However, its
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implementation faces various challenges, ranging from
technological adaptation to understanding new regulations.
This study aims to analyze the implementation of the
Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) within
the SIPD framework for financial report preparation in the
Kendal City Government and to identify factors influencing
its success. This research employed a qualitative descriptive
approach, with data collected through in-depth interviews
with financial officials and auditors, as well as analysis of
relevant policy documents. This approach was chosen to
gain a comprehensive understanding of the dynamics in
SIPD implementation. The findings show that implementing
Permendagri  through  SIPD  has  contributed to

KEYWORD improvements in the efficiency and transparency of financial
SIPD, Financial reporting. Features such as audit trails and ease of data
Statements, Local access are acknowledged as key success elements. However,
Government,Financial challenges remain, particularly concerning auditors’
Audit. readiness and the optimal utilization of information

technology. The most influential factors in successful
implementation include human resource competency,
availability of audit features, and understanding of digital-
based audit standards.The practical implications of this
study highlight the need to enhance human resource
capacity through continuous training and systematic
dissemination of SIPD functionalities. Strengthening these
aspects is essential to ensure that financial reporting systems
operate more effectively, adaptively, and accountably in line
with digital transformation in the public sector.
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PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020, memberikan pedoman teknis yang jelas terkait penyusunan laporan keuangan yang
akuntabel dan berkualitas. Untuk menunjang pelaksanaannya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
hadir sebagai platform terpadu yang memungkinkan pengelolaan data keuangan secara lebih efisien dan
terintegrasi. SIPD tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting
dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Dione, 2020;
Permadi, 2023). Namun, tantangan signifikan tetap ada, termasuk kurangnya pelatihan bagi aparatur daerah dan
keterbatasan infrastruktur teknologi (Balqis & Fadhly, 2021; Ekaputra, 2021). Hal ini menimbulkan disparitas
efektivitas implementasi SIPD antar daerah, termasuk di wilayah dengan tingkat kesiapan rendah. Kondisi ini
menegaskan perlunya studi lokal yang mendalam seperti di Kabupaten Kendal, dan sekaligus mengisi kekosongan
penelitian dari daerah lain yang menghadapi tantangan serupa namun belum banyak diungkap secara akademis.
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Penerapan SIPD yang sesuai dengan Permendagri berpotensi memperkuat sistem pengendalian internal,
meningkatkan dukungan teknologi (Aprsiansyah et al., 2020), serta mengoptimalkan kompetensi sumber daya
manusia (Wardhani et al., 2022). Dengan akses informasi keuangan yang lebih terbuka, SIPD juga menjadi
medium strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola
pemerintahan daerah (Firmansyah et al., 2022; Rizki, 2023).

Namun demikian, di Kabupaten Kendal, belum ada studi komprehensif yang secara spesifik mengkaji
sejauh mana implementasi Permendagri dalam SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Identifikasi
masalah ini didasarkan pada observasi awal terhadap laporan BPK, wawancara dengan pejabat keuangan daerah,
dan perbandingan indikator akuntabilitas sebelum dan sesudah SIPD diterapkan. Beberapa studi sebelumnya
memang membahas kualitas pelaporan keuangan (Warliana, 2023; Munggaran et al., 2020; Lantu, 2023), namun
belum secara eksplisit menyoroti sinergi antara regulasi, SDM, dan teknologi informasi dalam konteks SIPD
Kabupaten Kendal.

Literatur terkini juga kurang menggambarkan bagaimana SIPD berfungsi sebagai alat koordinasi
antarlembaga pemerintahan di tingkat lokal, atau bagaimana faktor-faktor seperti aksesibilitas informasi keuangan
berdampak terhadap persepsi publik terhadap kinerja keuangan daerah (Sipi & Tandi, 2021; Leunupun, 2022).
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyajikan analisis integratif antara regulasi, teknologi
informasi, dan kapasitas SDM di satu wilayah studi spesifik, sehingga mampu memberikan kontribusi teoretis dan
praktis terhadap literatur pengelolaan keuangan daerah yang masih bersifat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Permendagri terhadap efektivitas SIPD
dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini
mengidentifikasi kendala dalam implementasi SIPD, menilai peran kompetensi SDM, serta membandingkan
kualitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah SIPD diterapkan. Penelitian ini penting tidak hanya untuk
memperbaiki kinerja keuangan daerah secara internal, tetapi juga untuk mendukung agenda reformasi birokrasi,
memperkuat kepercayaan publik, dan memberikan acuan perumusan kebijakan fiskal daerah ke depan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif. Subjek berjumlah 5 — 10 orang informan meliputi

pegawai dengan rentang usia 25 sampai dengan 55 tahun yang meliputi berbagai jabatan kunci
dalam struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA). Pekerjaan
informan yang diwawancarai di BAKEUDA meliputi: Kepala BAKEUDA, Perencana
Keuangan, Pelaksana SIPD, Auditor Internal, Staf Keuangan. Dengan kriteria pendidikan
informan minimal Sarjana (S1) Akuntansi, Manajemen, atau bidang terkait, dengan
pengalaman kerja tiga tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui
wawancara dan observasi dengan menggunakan kuesioner dan rekaman suara dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) dibentuk untuk
mendukung sektor keuangan pemerintahan di sektor keuangan, dengan tanggung jawab utama
meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan,
penatausahaan aset, dan pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten pertama di Jawa Tengah yang
mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yaitu aplikasi yang
dirancang untuk mengefisienkan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan data pembangunan
dan keuangan daerah. Penerapan SIPD merupakan langkah signifikan menuju tata kelola
pemerintahan yang lebih akuntabel. Dengan mendorong kemandirian finansial, transparansi,
dan penggunaan teknologi informasi yang efektif, BAKEUDA berperan penting dalam
memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa penerapan
Permendagri melalui sistem SIPD telah meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kendal. SIPD tidak hanya dipandang
sebagai perangkat pendukung, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan kualitas laporan
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keuangan pemerintah daerah dengan memenuhi kriteria relevansi, reliabilitas, dan
komparabilitas. Meskipun memiliki berbagai manfaat, namun masih terdapat berbagai
tantangan, terutama dalam memastikan ketersediaan data, kepatuhan terhadap standar
akuntansi, relevansi informasi, transparansi, dan kompetensi staf. Untuk mengatasi berbagai
permasalahan tersebut diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk integrasi data,
pelatihan berkelanjutan, dan penguatan pengendalian internal. Penerapan standar akuntansi
pemerintahan (SAP) juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama dalam tata
kelola keuangan daerah.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) melalui sistem SIPD di
Kabupaten Kendal menghadapi beberapa tantangan. Informan umumnya memandang
kebijakan tersebut secara positif tetapi mengakui perlunya mengatasi berbagai masalah untuk
meningkatkan efektivitasnya. Kendala utama meliputi kurangnya keselarasan antara kebijakan
pusat dan daerah, pemahaman yang terbatas tentang peraturan terkait SIPD di kalangan staf,
dan pedoman teknis yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Selain itu, keterlambatan dalam
menerbitkan peraturan daerah (Perbup) telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan
kesulitan dalam proses penganggaran, pencatatan, dan audit. Mengatasi masalah ini
memerlukan percepatan perumusan Perbup, peningkatan kejelasan peraturan, dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan dukungan teknis.

Mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pemanfaatan
SIPD dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Kendal, narasumber menyoroti tingkat
kompetensi saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan SIPD, menekankan
perlunya pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Meskipun ada beberapa kemajuan,
masih ada kesenjangan, terutama dalam akuntansi, teknologi informasi, dan audit keuangan.
Peningkatan kompetensi SDM harus diutamakan melalui pelatihan yang terfokus pada
perencanaan dan audit keuangan. Program pelatihan yang ada telah menunjukkan dampak
positif, tetapi evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai
hasil yang optimal.

Membandingkan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan. Penerapan
SIPD di Kabupaten Kendal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Kementerian Dalam
Negeri telah meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan, khususnya dari segi
relevansi, keandalan, dan daya banding. Narasumber mencatat adanya peningkatan akurasi,
ketepatan waktu, dan integrasi dengan perencanaan keuangan, serta peningkatan efisiensi dan
transparansi yang memudahkan pekerjaan pegawai. Meskipun demikian, evaluasi dan
penyempurnaan sistem secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang, khususnya melalui digitalisasi,
penguatan pengendalian internal, peningkatan standar akuntansi, dan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia.

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan
laporan keuangan di Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain
kompetensi sumber daya manusia, integrasi data, kegunaan sistem, pelatihan yang memadai,
fitur audit trail, dan aksesibilitas data. Narasumber menekankan bahwa kerangka regulasi dan
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pedoman teknis, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri), memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIPD. Pelatihan
yang berkelanjutan, kemampuan analisis data yang kuat, dan kemampuan beradaptasi terhadap
perubahan sistem sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada secara efektif.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) melalui
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kota Kendal dipengaruhi oleh beberapa faktor
utama. Faktor utama yang memengaruhi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM),
dukungan kepemimpinan, dan infrastruktur teknologi yang memadai. SDM dengan
keterampilan akuntansi dan TI yang kuat meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD (Sanny,
2023), sementara kepemimpinan yang visioner menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi
inovasi (Ekaputra, 2021). Infrastruktur yang kuat juga penting untuk memastikan kinerja
sistem yang optimal (Banea, 2024). Selain itu, kerangka regulasi—terutama Peraturan
Pemerintah No. 12/2019 dan Permendagri No. 77/2020—memberikan pedoman hukum dan
teknis yang mendorong sistem manajemen keuangan terpadu (Ekaputra, 2021). Kebijakan
daerah yang mendukung pelatthan dan pengadaan infrastruktur semakin memperkuat
implementasi SIPD (Dione, 2020). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan
kapasitas SDM dan seringnya perubahan kebijakan. Pelatihan yang tidak memadai dan
kurangnya sosialisasi menghambat pemahaman dan penggunaan sistem yang tepat (Vitriana et
al., 2022; Nurbudiwati, 2022). Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam pengembangan
kapasitas dan komunikasi kebijakan yang konsisten sangat penting untuk memastikan
penerapan SIPD yang efektif.

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020

melalui SIPD di Kabupaten Kendal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal akurasi, ketepatan waktu, dan keterbandingan
antar periode. Sistem yang terintegrasi mendorong efisiensi pengelolaan data serta memperkuat
transparansi dan kontrol internal. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh
kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi, kejelasan
regulasi, serta dukungan berkelanjutan dari pimpinan daerah. Meskipun demikian, tantangan
seperti keterbatasan pemahaman staf, perubahan kebijakan yang dinamis, dan kebutuhan
pelatihan berkelanjutan masih menjadi hambatan. Untuk itu, dibutuhkan strategi penguatan
kapasitas melalui pelatihan sistematis, peningkatan infrastruktur digital, integrasi lintas sektor,
serta pemanfaatan fitur audit berbasis risiko guna mendorong tata kelola keuangan daerah yang
lebih adaptif dan akuntabel.
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